Tercium Aroma Menghalang-
halangi, Kadis dan Oknum
Kabid Disnakerin Batang Hari
akan di Polisikan

Batang Hari, Jambi — Kisruh mengenai serikat buruh Pengurus
Komisariat (PK) Federasi Hukatan, hingga saat ini belum
menemukan titik terang. Meskipun, telah dilakukan upaya secara
kekeluargaan oleh Kasat Reskrim Polres Batang Hari, Kamis
(17/08/2023).

Upaya menghalang-halangi semakin jelas terlihat dari pihak
Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten
Batang Hari.

Pertama, pihak Dinaskerin tidak memahami bahwa surat
pernyataan yang dibuat oleh Usin dan Mahmud di atas materai.
Dengan pernyataan bahwa tidak pernah menjadi anggota serikat
SPTN dan juga tidak pernah dicatatkan di Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Batang Hari.

Melalui surat itu, memiliki hukum yang tetap dan dapat menjadi
pertanggungjawaban oleh yang bersangkutan.

Namun, pihak Disnakerin masih saja meminta Usin dan Mahmud
untuk membuat surat pemutusan kerja sama.

Yang lebih mengherankan lagi, Usin dan Mahmud tidak merasa
pernah mengajukan pencatatan melalui SPTN. Mereka juga bisa
melihat surat pengajuan pencatatan melalui SPTN yang ada di
Disnakerin.

Saat mediasi di ruang kerja Kasat Reskrim Polres Batang Hari,
Disnakerin mengaku bahwa mereka sudah tercatat dalam naungan
SPTN.
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Sementara, SPTN tidak pernah hadir dalam setiap permasalahan
yang dihadapi oleh Usin dan Mahmud.

Hal itu diungkapkan oleh Usin dan Mahmud kepada media ini.
Dengan kronologis tersebut, mereka berdua merasa dihalang-
halangi untuk berserikat.

“Kami merasa dihalang-halangi, dugaan kami sudah termasuk
dalam pasal 43 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang
serikat pekerja atau buruh,” imbuhnya.

Ia menambahkan, “Dalam pasal tersebut berbunyi, Barang siapa
yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh Sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana Penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun
Dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) Dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).”

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
tindak Pidana kejahatan,” tegasnya.

Mereka menilai, ini upaya untuk menjegal kami bekerja sama
dengan Perusahaan yang selama ini sudah terjalin.

“Sesuai dengan mediasi di Polres lalu bahwa, perusahaan akan
melakukan kerja sama kepada serikat yang ditunjuk oleh
Disnakerin. Namun, serikat kami dijegal sehingga tidak kunjung
dicatat.”

“Kalaulah memang kami tercatat sebagai SPTN, kenapa Disnakerin
diam tidak memberitahu. Ini lucu, dan tidak masuk akal,”
ucapnya dengan heran. (Red)



Pemicu Aksi Unras PK Hukatan
Kabupaten Batang Hari

Opini — Kisruh pengajuan pencatatan yang diajukan oleh Usin
dan Mahmud sampai saat ini belum menemukan titik terang,
bahkan mediasi duduk perkara pun terkesan lamban, Rabu
(09/08/2023) .

Kemungkinan ganda serikat yang membuat Usin dan Mahmud
terjebak wuntuk berdiri dalam serikat yang saat 1ini
dinaunginya.

Anehnya, Disnakerin Batang Hari tak mau menunjukkan bukti
pengajuan Usin dan Mahmud dari SPTN, disimpan rapi oleh Kabid
Hubungan Industrial dan Kelembagaan Ketenagakerjaan, Irma
Hadisurya Harahap, S.H.

Berkali-kali awak media ini meminta bukti pengajuan tersebut
agar tidak menjadi kesalahpahaman, namun sepertinya mereka
enggan menuntaskan masalah dan membiarkan hal ini berlarut-
larut hingga aksi unjuk rasa.

Pertama, Usin dan Mahmud membuat surat pernyataan dengan
materali bahwa tidak pernah menjadi anggota serikat pekerja
SPTN.

Pihak dinas masih kurang puas lalu meminta surat pemutusan
kerja sama, dan dipenuhi oleh Usin dan Mahmud. Dengan surat
pemutusan kerja sama oleh SPTN nomor: 04/DPP-SPTN/PD-
SPTN/JBI/VII/2023.

Kemudian dalam surat pemberitahuan perlengkapan nomor 568/
/Disnakerin (01/08/2023), bermasalah lagi terhadap surat
pemutusan kerja sama itu. Penandatanganan surat itu bukan MF
yang ada dalam dokumen pengajuan November lalu, melainkan DM.

Saat ini mereka malah mempercayaili bahwa Usin dan Mahmud masih
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anggota SPTN atas surat ralat yang dibuat oleh DM (bukan MF)
(02/08/2023) beralamat Muaro Jambi bukan Batang Hari. Dengan
surat ralat pemutusan kerja sama nomor: 05/DPP-SPTN/PD-
SPTN/JBI/VII/2023. (Red)

Diduga Tidak Mau
Menyelesaikan Masalah, Irma
Kabid di Disnakerin Kabur
Saat Mediasi Duduk Perkara

Batang Hari, Jambi — Carut marut persoalan nomor pencatatan
buruh Federasi Hukatan hingga aksi unjuk rasa di Dinas
Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten
Batang Hari, Kabid Hubungan Industrial (HI) dan Kelembagaan
Ketenagakerjaan Disnakerin kabur saat duduk perkara, Senin
(07/08/2023) .

Dua anggota DPRD Kabupaten Batang Hari mendatangli para
demonstran yang berunjuk rasa kemudian mengajak pihak dinas
untuk duduk perkara bersama Usin dan Mahmud.

Sayangnya, saat duduk perkara, Irma Hadisurya Harahap, S.H.,
Kabid HI pergi ke Jambi dengan alasan ada urusan dinas, Kepala
Dinas pun tidak bisa menjelaskan permasalahan secara detail,
lalu kabur lewat jalan belakang.

Sekretaris Pengurus Komisariat Federasi Hukatan, Mahmud, heran
dengan pihak Disnakerin yang malah kabur saat mediasi duduk
perkara dan Kepala Dinas pun tidak bisa bersikap bijak.

“Saat mediasi duduk perkara bersama pihak Kepolisian dan
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Anggota DPRD, Ibu Irma malah tidak ada di tempat dengan alasan
ke Jambi ada urusan dinas,” ucapnya.

“Di hadapan para stafnya saya mengatakan bahwa sudah ke enam
kali bertanya mana surat pengajuan pencatatan dari Serikat
SPTN yang sudah saya ajukan, namun staf menjawab pengajuan itu
tidak bisa dilihat karena menunggu Ibu Irma,” tutur Mahmud.

Menurutnya, hal ini aneh bin ajaib. Kita sedang melakukan
duduk perkara menyelesaikan masalah, malah diperlakukan
seperti ini.

“Apakah seperti ini sikap pejabat di Kabupaten Batang Hari?,
Saat duduk perkara, malah kabur ke Jambi dengan alasan lain,”
ucapnya kesal.

“Apa tidak punya hati nurani melihat para buruh bersama
keluarganya bahkan ada yang membawa anaknya karena tidak bisa
ditinggal di rumah?” tambahnya.

“Kami disini mempertahankan hak kami, bukan merebut hak orang
lain. Kami juga tidak minta kerja dari pihak Disnakerin,
melainkan cuma minta pencatatan serikat kami ini,” tegas
Mahmud.

Aksi unjuk rasa ini akan terus berlanjut sampai esok hari.
Terlihat para buruh sudah membuka tenda di halaman kantor
Disnakerin dan membawa perlengkapan untuk masak.

Sementara itu, Sekretaris Disnakerin Daulal saat dikonfirmasi
mengatakan, permasalahan ini yang memutuskan Kepala Dinas
bersama Kabid, karena dari pagi tadi saya rapat.

“Info terbaru ini, ada surat masuk dari SPTN bahwa Usin dan
Mahmud masih aktif menjadi anggota mereka. Namun, selanjutnya
saya belum tahu, dan akan dikonfirmasikan lagi,” jelasnya.

Menurut Daulal, apa yang diajukan ke Dinas melalui surat resmi
itu sudah menjadi dokumen atau arsip kantor.



“Kalau untuk diberikan tidak bisa, tapi kalau diperlihatkan
itu boleh-boleh saja,” imbuhnya. (Red)

Tak Kunjung Tercatat oleh
Disnakerin Batang Hari, F
Hukatan akan Gelar Unjuk Rasa

Batang Hari, Jambi — Polemik permasalahan Pengurus Komisariat
(PK) Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian
dan Perkebunan (F-Hukatan) di PT Sawit Jambi Lestari (SJL) di
Kecamatan Mersam, yang tidak kunjung tercatat di Disnakerin
Batang Hari. Akan melakukan unjuk rasa di halaman kantor
Bupati, Minggu (06/08/2023).

Dalam suratnya, unjuk rasa akan dilaksanakan pada Senin 07
Agustus 2023 sampai nomor pencatatan diberikan.

Ketua DPC F Hukatan Batang Hari, Surya, mengatakan, kami dari
Pengurus F Hukatan telah berulang kali berkoordinasi dengan
Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Batang Hari,
namun pihak Dinas selalu mencari-cari alasan yang tidak jelas
dan tidak memberikan Pencatatan atas Permohonan kami hingga
saat ini.

“Sejatinya mencatatkan permohonan tersebut dan memberikan
nomor pencatatannya adalah kewajiban dari Dinas
Ketenagakerjaan dan Perindustrian Batang Hari,” tuturnya.

Mahmud Sekretaris (PK) F Hukatan di PT SJL merasa kecewa atas
pelayanan dari pihak dinas.

“Sepertinya pihak Disnakerin tidak mengindahkan wupaya
persuasif yang kami Ulakukan. Kami merasa tidak pernah
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mengajukan pencatatan melalui SPTN, dan mereka tidak mau
memperlihatkan surat pengajuan itu,” ucapnya.

Menurutnya, unjuk rasa adalah jalan satu-satunya cara agar
pemerintah memahami keluhan kami dan segera bertindak.

“Selain para anggota buruh, aksi besok juga diikuti oleh para
keluarganya,” singkatnya. (Red)

Pencatatan Buruh Rombongan
Usin Diduga Sengaja
Direkayasa Oleh Diskanertrans
untuk Mempersulit

Batang Hari, Jambi — Pencatatan buruh yang diajukan oleh pihak
Usin dan Mahmud melalui Federasi Hukatan, diduga direkayasa
oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Batang
Hari sehingga dinilai sengaja mempersulit, Kamis (03/08/2023).

Ketua F Hukatan, melalui Sekretaris Mahmud mengaku telah
bersusah payah untuk mengajukan pencatatan F Hukatan ke
Disnakertrans.

“Saat ini tersangkut di serikat SPTN, kata pihak dinas kami
sudah mengajukan pencatatan melalui SPTN. Lalu disuruh buat
surat pengunduran diri, yang pada dasarnya kami pun belum
punya SK dari Serikat tersebut,” ucapnya.

Ia menambahkan, akhirnya kami membuat surat pernyataan dengan
materai bahwa tidak pernah bergabung dengan SPTN. Namun,
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katanya masih kurang juga, lalu mintalah surat pemutusan kerja
sama.

“Setelah itu masih juga kurang, katanya ketua SPTN itu salah,
bukan seperti yang ada dalam ADART,” pungkasnya.

Saat ditanya mengenai surat pengajuan, Mahmud mengaku sampai
saat ini mereka (pihak dinas) belum bisa membuktikan itu
kepada kami.

“Dari sini kami menduga adanya rekayasa yang mempersulit kami
untuk mendapatkan pencatatan buruh di Disnakertrans,”
tuturnya.

Menurut Mahmud, sebenarnya hal itu tidak sulit jika memang
bekerja profesional, tinggal tunjukkan pengajuannya yang dulu,
dan kalau pun ada tinggal tanya mau dicatat ke serikat yang
mana.

“Selama ini kan baru pengajuan, belum dicatat. Kalau sudah
tercatat baru kami salah, dan harus mengundurkan diri dari
salah satunya,” jelas Mahmud.

Kabid Hubungan Industrial dan lembaga ketenagakerjaan, Irma,
membenarkan bahwa Usin sudah pernah mengajukan pencatatan
melalui SPTN.

“Usin sudah membuat surat pernyataan tidak pernah bergabung,
tapi buat lagi pemutusan kerja sama. Itulah yang membuat saya
bingung,” katanya.

Menurutnya, surat pemutusan kerja sama itu ketua yang
menandatangani berbeda dengan yang ada dalam ADART.

Saat dipinta untuk menunjukkan surat permohonan yang pernah
Usin ajukan, dirinya berdalih.

“Apa yang sudah diajukan ke dinas menjadi dokumen negara,
dindo. Tidak mungkin dikasih kepada orang, tapi kalo untuk
ditunjukkan boleh dan itu harus izin Kadis. Silakan dindo



menemui Kadis jika mau lihat,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Disnakertrans, Ardani saat dikonfirmasi media
ini mengenai hal itu, belum memberi jawaban dan menunjukkan
bukti pengajuan Usin melalui SPTN. (Red)

Pengurus Komisariat Federasi
Hukatan Ajukan Pencatatan ke
Disnakertrans Batang Hari

Batang Hari, Jambi - Pengurus Komisariat (PK) Federasi
Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan
(F-Hukatan) PT Sawit Jambi Lestari (SJL) di Kecamatan Mersam,
yang diketuai oleh Usin mengajukan pencatatan ke Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Batang Hari,
Senin (31/07/2023).

Tujuan pencatatan menurut Usin, agar para anggotanya
mendapatkan legalitas dari instansi yang berwenang sebagai
bentuk bukti keserikatan para buruh yang bekerja sebagai
bongkar muat di PT SJL.

“Kita akan berusaha melegalkan para buruh yang telah lama
bekerja di PT SJL tersebut, agar mendapatkan perlindungan
dalam payung hukum sebagai mana yang telah diatur dalam
Undang-undang,” tuturnya.

Ia yakin, F Hukatan merupakan salah satu serikat buruh yang
resmi dan diakui oleh pemerintah pusat.

“Saya yakin buruh akan mendapatkan kehidupan yang layak di
bawah PK F Hukatan PT SJL,” singkatnya. (Red)
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